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D Membaca . Sural Pecmohonan dari Saudara La ODE NDOLIDOLL 8.Pd tanggal 10 Oklober 2017 dengan maksud unik 57

S mendapatkan izin Operasional Yy
-}%‘*" Menimbang © 1. Bahwa Surat Permchonan lersebut beserta lampiran - lampirannya telsh memenuhi syarat - syarat AW
"’;} sebagaimana diatw dalam ketentuan Izin Operasional sehingga dapat diberkan |zin Operasional; Ly
; 2. Bahwa Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olzhraga Kab. Muna Barat telah melaksanakan survei dan ="y~
YA vedifihasi secara teknis sehingga fayak diberkan lzin Operasional sesuai Rekomendasi Momor ; 424 [ 424 | 2017, Yok
2 28 Agustus 2017: i
=) Mengingal ¢ 1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidinan Nasional, i
Yo 2. Undang - Undang Momor 14 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Muna Baral di Provinsi  ° T
b Sulawesi Tenggara; Yos

3 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Naswnal,
- 4. Peraturan Pemenntah Nomor 17 Tahun 2010 lentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
Yo 3 5. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal:
£ 6. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 lentang Gerakan Masional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar
2y Pandidikan Dasar 9 Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan
A Terpadu Salu Pintu;
1 8 Peraturan Menter Pendidikan Masicnal No. 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh
o Satuan Pendidikan Non Forma;
kit 9. Peraturan Menterd Pendidikan Masional No. 01 Tahun 2012 tentang Stuktur Organisasi dan Tala Kerja
: Dhrekioral Jenderal Pendidikan Anak Usia Dind, Non Formal dan Informal,
Wk 10. Peraturan Bupat Muna Barat Momor 14 Tahun 2015 Tentang Pembeniukan Organisasi dan Tata Kerja,
y Inspekiorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Muna Barat:
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e MEMUTUSKAN
-‘*_ Menetapkan * I Memberikan [zin Operasional kepada -
P 1. Mamalembaga ' pAUD LATOMPUI

2 Alamalembaga © DESA WATUMELA - KEC. LAWA- KAB. MUNA BARAT

3. Nama Pengelola - LA ODE NDOLIDOLY, S.Pd
4 AlamatPengelola  : DESA LATUGHO - KEC. LAWA- KAB. MUNA BARAT
. Surat lzin Operasional ini berlaku sejak langgal 11 Oktober 2017 dan berakhir pada tangoal 11 Oktober 2020;

Wfa . ‘Surat [zin Operasional ini harus ditempelkan dalam ruangan PAUD agar mudah diihat cleh umum;

: Sefiap perpanjangan Surat lzin Operasional harus melampirkan lzin Operasional Asii yang lelah selesai
7 masa beslakunya;

! ». Surat lan Operasional ini dapat dibataikan / dicabul apabila pemegangnya melanggar kelentuan yang beriaku
¥ ‘al.as pemberian lzin Operasional ind;

.t pmmemee—\. Apabila dikemudian hari temyata terdapat kekeliruan dalam pemberian |zin Operasional ini akan diadakan
T k T ,fpmbaicm sebagaimana mestinya
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oF Wy Ty TEY PADA TANGGAL : 11 OKTOBER 2017

o TR A.n. BUPATI MUNA BARAT

ALA INA$ FENANMEEN M’Jﬂ.ﬁ.i.

J Tembusan : Dlkirim dengan hormat kepada :

(&* 1. Bupat Muna Barat di Laworo:

! 2 Kepala Dinas Pendidikan. Kebudayaan, Pemuda dan
i, Olaivaga Kab. Mune Barat di Laweoro;

Kepala Inspekiorad Kab. Muna Baral di Laworo:

e 5
¥ 4 CamallLawadi Tempat;
i} 5 Kepala Desa Watumela di Watumela



